GARIS – GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN

(G B P P)

A. IDENTITAS   MATA   KULIAH :

      JUDUL   MATA   KULIAH         : HUKUM PEMBUKTIAN

      KODE  MATA  KULIAH / SKS   : HKE  003 / 2 (DUA)  SKS

      FAKULTAS / JURUSAN             : HUKUM / BAGIAN HUKUM ACARA

B.  DESKRIPSI    SINGKAT         : Mata  kuliah  ini  membahas  tentang  ruang lingkup dan pengertian hukum pembuktian dan azas-azas  umum dalam hukum pembuktian, serta penerapannya dalam praktek peradilan, alat alat bukti yang sah, hal – hal apa saja yang harus dibuktikan serta nilai atau kekuatan pembuktian dari tiap – tiap alat bukti yang sah, baik menurut Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana maupun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN).

C.  TUJUAN  INSTRUKSIONAL UMUM   ( TIU  ):

Setelah menyelesaikan kuliah ini diakhir semester, mengerjakan tugas–tugas dan mempelajari literatur dan  bahan acuan / referensi yang berhubungan dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami hakikat hukum pembuktian dan penerapannya dalam praktek peradilan di Indonesia, terutama dalam masalah – masalah yang berhubungan dengan pihak yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan sesuatu, hal – hal yang harus dibuktikan serta nilai atau kekuatan pembuktian dari tiap  tiap alat bukti yang diajukan.   

D.   MATRIKS    :

	NO.
	TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

(  TIK  )
	POKOK BAHASAN
	SUB POKOK BAHASAN
	ESTIMASI WAKTU
	DAFTAR KEPUSTAKAAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Setelah mengikuti kuliah ini dan me-nyelesaikan tugas – tugas, mahasiswa diharapkan dapat :

a. Menjelaskan tentang pengertian hukum pembuktian.

b. Menjelaskan tentang ruang ling-kup hukum pembuktian.

c. Menguraikan tentang azas - azas umum dalam hukum pembuktian.

d. Menjelaskan tentang nilai atau ke- kuatan alat bukti.

 
	1. Hakikat Hukum Pembuktian.


	1.1. Pengertian dan ruang lingkup.

1.2. Azas – Azas Umum.

1.3. Kekuatan alat bukti pada umumnya.
	1 X 2 X 50‘
	a. Fokema Andreae, 1977, Kamus Isti-lah Hukum Belan-da – Indonesia, Bina Cipta, Jakarta.

b. Martiman Prodjo-hamidjojo, 1982, Komentar Atas KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta.

c. Sudikno Merto-kusumo, 1980, Be-berapa Azas Pem-buktian Perdata dan Penerapannya Da-lam Praktek, Li-berty, Jogyakarta.

d. V. B. da Costa, 1994, Rangkuman Bahan Kursus Ad-vocat, YBBH-Veri-tas, Jakarta, kalang-an sendiri.

	2.
	Setelah mengikuti kuliah ini dan me-nyelesaikan tugas – tugas, mahasiswa diharapkan dapat :

a. Menunjukkan sumber–sumber hu-kum pembuktian menurut hukum acara pidana.

b. Menjelaskan tentang sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana.

c. Azas – azas khusus dalam hukum pembuktian menurut hukum acara pidana.

d. Menguraikan tentang alat – alat bukti yang sah menurut KUHAP.

e. Menjelaskan tentang nilai / keku-atan tiap-tiap alat bukti.

f. Menerapkan prinsip - prinsip hu-kum pembuktian dalam beracara pidana secara tepat dan benar. 


	2. Hukum Pembuk-tian menurut KUHAP.


	2.1. Sumber hukum pembuktian.

2.2. Sistem pem-buktian dan azas–azas khu- sus.

2.3. Alat-alat bukti yang sah dan kekuatan pem-buktiannya.
	3 X 2 X 50‘
	a. Dep. Keh. RI, 1982, Pedoman Pelaksana-an KUHAP, Jakarta.

b. Fokema Andreae, 1977, Kamus Istilah Hukum Belanda-In-donesia, Bina Cipta, Jakarta.

c. Martiman Prodjo-hamidjojo, 1982, Komentar Atas KU-HAP, Pradnya Para-mita, Jakarta.

d. Majalah Forum Kea-dilan, 1995, Nomor 11-Tahun IV.

e. Majalah Varia Pera-dilan, 1995, Nomor 120, IKAHI, Garuda Metropolitan, Ja-karta.



	
3.
	Setelah mengikuti kuliah,  menyele-saikan tugas – tugas dan berdiskusi dengan dosen dan sesama mahasiswa, mahasiswa diharapkan dapat :

a. Menjelaskan tentang sumber-sumber hukum pembuktian. 

b. Menguraikan tentang pengertian pembuktian. 

c. Menjelaskan tentang sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara perdata.

d. Menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus dibuktikan.

e. Menguraikan tentang teori dan praktek pembagian beban pem-buktian di Indonesia.

f. Menguraikan tentang alat-alat bukti serta nilai pembuktiannya.

g. Menerapkan prinsip – prinsip pembuktian secara tepat dan benar.


	3. Hukum pem-buktian dalam acara perdata.


	3.1. Pengertian dan sumber-sumber hukum pem-buktian.

3.2. Hal - hal apa yang harus di-buktikan ?

3.3. Teori dan prak-tek pembagian beban pembuk-tian di Indo-nesia.

3.4. Bagaimanakah cara membuk-tikan ?
	3 X 2 X 50‘
	a. Abdulkadir Muha-mad, 1992, Hukum Acara Perdata Indo-nesia, PT. Citra Adi-tya Bhakti, Ban-dung.

b. John. Z. Loudoe, 1976, Hukum Acara Perdata, FH. Unair, Surabaya.

c. R. Subekti & R. Tjit-ro Sudibio,  Kitab Undang-Undang Hu-kum Perdata, Prad-nya Paramita, Ja-karta.

d. R. Subekti, 1993, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Parami-ta, Jakarta.

e. Sudikno Mertokusu-mo, 1993, Hukum Acara Perdata Indo-nesia, Liberty, Jog-yakarta. 



	4.
	Setelah mengikuti kuliah,  menyele-saikan tugas – tugas dan berdiskusi dengan dosen dan sesama mahasiswa, mahasiswa diharapkan dapat :

a. Menjelaskan tentang sumber-sumber hukum pembuktian. 

b. Menguraikan tentang pengertian pembuktian.

c. Menjelaskan tentang sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara PERATUN.

d. Menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus dibuktikan.

e. Menguraikan tentang alat-alat bukti serta nilai pembuktiannya.

f. Menerapkan prinsip – prinsip pembuktian secara tepat dan benar.


	4. Hukum Pembuk-tian menurut UU. Nomor 5 Tahun 1986.

 
	4.1. Sistem pem-buktian serta implikasinya.

4.2. Alat bukti dan kekuatan pem-buktiannya.
	3 X 2 X 50‘
	a. B. Lopa & A. Hamzah, 1993, Me-ngenal Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Ja-karta.

b. Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata U-saha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

c. Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata U-saha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

d. Nawawi, Taktik & Strategi Membela Perkara Tata Usah Negara, Fajar Agung, Jakarta.
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